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NurFatwa Bahar (B12113506), dengan judul “Pengenaan Tarif 
Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum”. Di bawah bimbingan Muhammad Djafar Saidi selaku 
Pembimbing I dan Romi Librayanto selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengenaan 
tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir 
Tepi Jalan Umum kota Makassar. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa 
yang berpengaruh terhadap pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di 
Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di PD.Parkir Makassar Raya, 
JL.Bougenville, dan JL.Mawas. Jenis sumber data dalam penelitian ini 
yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dari responden 
yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan 
data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari perundang-
undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait 
dengan pembahasan penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian 
sebagai berikut, (1) Pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota 
Makassar tidak sesuai dengan penetapan Keputusan Direksi PD.Parkir 
Makassar Raya Nomor: 060/20-S.Kep.Dir/XI/2009. (2) Faktor sarana atau 
fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat penegakan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir 
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A. Latar Belakang Masalah 
Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa, 
Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. 
Pengertian retribusi Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalam Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar menyebutkan bahwa, retribusi adalah pembayaran atas 
penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh 
Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi. 
Retribusi menurut Munawir Muhammad Djafar Saidi1, 2014: 24) 
ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa 
balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis 
karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak 
dikenakan iuran tetapi tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi 
tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yuridis berupa 
sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 
                                                             
1 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Pembaharuan Hukum Pajak , PTRajagrafindo, Jakarta, hlm. 24 
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Sedangkan Menurut Marlihot Pahala Siahaan, Retribusi adalah 
pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu 
yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan2. 
Ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut 
di Indonesia3 adalah sebagai berikut: 
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-
undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 
c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas 
jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran 
yang dilakukannya. 
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan 
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang berkaitan 
dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk 
meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
daerah. Perlu dipahami, bahwa pemungutan retribusi daerah ini sebagai 
sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di daerah.  
Retribusi selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi 
pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan 
kontribusinya untuk menunjang terlaksananya pemerintah daerah. Salah 
satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir parkir tepi jalan umum. 
                                                             
2
 Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4 
3 Ibid, hlm. 6-7 
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Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir 
Kota Makassar memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah 
satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya 
dan pendapatan asli daerah pada umumnya. 
Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan suatu peraturan daerah 
untuk mengelola parkir, khususnya parkir tepi jalan umum, yaitu dalam 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum. Peraturan Daerah tersebut, mengatur bahwa wewenang 
pengelolaan parkir tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota Makassar 
atas usul Direksi Perusahaan Daerah Parkir atau PD. Parkir Makassar 
Raya4, yang khusus menangani perparkiran yang ada di Kota Makassar.  
Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum menetapkan “Jenis 
pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh direksi”. Direksi 
mengeluarkan keputusan yaitu Keputusan Direksi Nomor: 060/20-
S.Kep.Dir/XI/2009 Tentang Jenis Pungutan Dan Tarif Jasa Parkir Tepi 
Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir Langganan Bulanan Dalam Daerah 
Kota Makassar. Keputusan direksi tersebut disahkan oleh Keputusan 
Walikota Makassar Nomor: 977/030/Kep/I/2010 Tentang Pengesahan 
Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor: 
060/20-S.Kep.Dir/XI/2009 Tanggal 06 Nopember 2009 Tentang Jenis 
                                                             
4 Lihat Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 




Pungutan Dan Tarif Jasa Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir 
Langganan Bulanan Dalam Daerah Kota Makassar. Dalam Keputusan 
direksi tersebut menetapkan tarif jasa parkir tepi jalan umum Roda dua 
(Motor)Rp.1000 dan untuk Roda empat (Mobil) Rp.1500. 
Penetapan tarif parkir yang telah ditentukan oleh direksi, untuk 
kendaraan roda dua sebesar Rp.1000 dan untuk kendaraan roda empat 
sebesar Rp.1500. Penulis melakukan pengamatan langsung serta 
menemukan beberapa sumber bahwa, Kenyataan yang terjadi di 
lapangan ialah juru parkir menetapkan tarif parkir di luar ketetapan tarif 
parkir yang berlaku. Hal ini akan terus berdampak terhadap pengguna 
tempat parkir tepi jalan umum karena membayarkan tarif di luar ketentuan 
tarif yang berlaku. Maraknya penetapan tarif parkir di luar ketentuan tarif 
yang berlaku yang dilakukan oleh juru parkir sangat merugikan bagi 
pengguna tempat parkir tepi jalan umum, salah satu contohnya adalah 
beberapa titik parkir yang berada di JL.Pengayoman Depan Toko Alaska 
dan Anjungan Pantai Losari dimana tarif jasa parkir untuk kendaraan roda 
dua  yang di tetapkan oleh PD Parkir sebesar Rp.1.000 Namun, juru parkir 
menaikkan tarif jasa Parkir menjadi Rp.2.000, bahkan di JL.Mawas Juru 
parkir menaikkan tarif jasa parkir Hingga Rp.5.0005.  
                                                             
5 Makassar,antaranews,com/berita/37318/juru-parkir-makassar-naikkan-tarif-sepihak di akses 




Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai  Pengenaan Tarif Parkir Tepi 
Jalan umum yang dilakukan oleh juru parkir yang besaran tarifnya tidak 
sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan. Hal tersebut 
menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan 
mengambil judul “PENGENAAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 
17 TAHUN 2006” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota 
Makassar ? 
2. Apakah Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengenaan Tarif 
Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan 
peneliatian ini adalah:  
1. untuk mengetahui pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di 
Kota Makassar. 
2. untuk mengetahui apakah faktor yang berpengaruh terhadap 
pengenaan tarif parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan 
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Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun Kegunaan Penelitian dalam penulisan ini adalah: 
1. Sebagai bahan pengetahuan tentang bagaimana Pengenaan 
Tarif Parkir Tepi Jalan Umum yang ada di Kota Makassar. 
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan 
masalah mengenai apakah faktor yang berpengaruh terhadap 
Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 





























A. Tinjauan HukumTerhadap Retribusi 
1. Sumber Hukum  
Sumber hukum ialah apa saja yang menimbulkan aturan-aturan 
yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan 
yang kalau dilangggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata6. Pada 
garis besar sumber hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu sumber 
hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah 
sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang 
akan mengikat masyarakatnya. Dinamakan sumber hukum formal karena 
timbulnya hukum positif dan bentuk timbulnya hukum positif, dengan tidak 
mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut7. Salah 
satu sumber hukum formal adalah undang-undang, undang-undang 
identik dengan hukum tertulis, jadi, undang-undang adalah peraturan 
negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang,dan 
mengikat masyarakat umum8. Dari definisi undang-undang tersebut, 
terdapat dua macam pengertian:  
1. Undang-undang dalam arti materiil yaitu: setiap peraturan yang 
dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat 
masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan 
Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dan lain-lain. 
                                                             
6 Sudarsonoi, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, PT,Rineka Cipta,Jakarta, hlm. 70 
7 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 86 
8 Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, PT,RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 80 
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2. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara 
yang karena bentuknya disebut undang-undang atau dengan 
kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara 
pembentukannya. Di indonesia, undang-undang dalam arti 
foramal dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR sesuai 
ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UUD 19459. 
Sedangkan menurut Donald Albert Rumokoy undang-undang dalam 
arti materiil dan undang-undang dalam arti formal: 
1. Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang 
disebut undang-undang mengingat isinya yang mengikat umum. 
Di sini mengikat umum sebab sebab berbeda dengan suatu surat 
keputusan yang hanya mengikat orang atau orang-orang tertentu 
saja karena di dalamnya disebutkan nama atau nama-nama 
tertentu. Undang-undang dalam arti materiil disebut juga 
peraturan perundang-undangan ini mencakup mulai dari undang-
undang dasar sampai dengan peraturan daerah. 
2. Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan yang disebut 
undang-undang mengingat formalitas cara terjadinya. Di 
Indonesia, undang-undang dalam arti formal dibuat dengan 
persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat dan 
presiden10. 
Perbedaan dari kedua undang-undang tersebut terletak pada sudut 
peninjauannya, undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut 
isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal 
ditinjau segi pembuatan dan bentuknya, maka undang-undang dalam arti 
materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang 
dalam arti formal disebut dengan undang-undang. 
Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum warga 
masyarakat dari mana dan dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan. 
Menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah suatu kategori berupa 
                                                             
9 Ibid  hlm. 81 
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pengertian yang a’prioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan 
seseorang yang menyebabkan seseorang dapat memisahkan antara 
hukum dan “tidak hukum” (kejahatan atau pelanggaran) yang tidak 
berbeda dengan benar dan tidak benar; baik dan buruk11. 
 Kesadaran hukum berkaitan erat dengan yang dikemukakan oleh 
Friedman tentang unsur tuntutan dalam sistem hukum yang kemudian 
Freidman menamai tuntutan dalam sistem hukum menjadi kultur hukum. 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber materiil, 
seperti loyalitas agama dan lokal, masih cukup berperan dalam kultur 
hukum di Indonesia12. 
2. Dasar Hukum Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum  
Sumber Hukum Retribusi dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dasar 
pemungutan lain selain pajak dipungut berdasarkan, Peraturan 
Pemerintah atau para menteri atau peraturan kepada daerah. Retribusi 
sebagai salah satu pungutan lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 
tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 110 undang-
undang nomor 28 tahun 2008 mengatur tentang retribusi parkir tepi jalan 
umum. Selain undang-undang nomor 28 tahun 2009 retribusi parkir tepi 
                                                             
11 Achmad Ali, Op. cit, hlm. 101 
12 Ibid hlm. 101 
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jalan umum juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 
tentang retribusi daerah.  
Di Kota Makassar retribusi parkir tepi jalan umum diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum. Dalam peraturan daerah tersebut menetapkan, keputusan 
walikota dan keputusan direksi yang disetujui oleh walikota untuk 
mengatur sistem parkir tepi jalan umum di Kota Makassar. keputusan 
direksi dan walikota tersebut ialah: 
1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 64 Tahun 2001 
Tentang Penetapan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum, 
Tempat Parkir Khusus Dan Tempat Parkir Langganan 
Bulanan Dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir. 
2. Surat Keputusan Walikota Nomor: 935/Kep/188.342/2006 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Makassar 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Daerah Kota Makassar. 
3. Keputusan direksi PD.Parkir Makassar Raya Nomor: 060/20-
S.Kep.Dir/XI/2009 Tentang Jenis Pungutan Dan Tarif Jasa 
Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir Langganan 
Bulanan dalam Daerah Kota Makassar. 
4. Keputusan Walikota Makassar Nomor: 977/030/Kep/I/2010 
tetang Pengesahaan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah 
parkir Makassar Nomor 060/20-S.Kep.Dir/XI/2009 Tanggal 06 
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Nopember 2009 Tentang Jenis Pungutan Dan Tarif Jasa 
Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir Langganan 
Bulanan Dalam Daerah Kota Makassar. 
B. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 
1. Pengertian Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 
Retribusi parkir tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi 
jalan umum atau penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 
ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan 
umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku13. 
 Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi parkir tepi jalan umum sebagai 
golongan dari retribusi jasa umum. Dalam Pasal 1 angka 66 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Sedangkan dalam 
Pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi 
daerah, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
                                                             
13 Marihot Pahala Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RajaGrafindoPersada, 
Jakarta, hlm. 439 
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Kriteria Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: 
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi; 
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 
Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk 
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan 
yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi 
masyarakat yang tidak mampu; 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya; 
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang 
potensial; dan 
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik14. 
Retibusi jasa umum di Kota Makassar didasarkan pada Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Pasal 2 
peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 menetapkan jenis-jenis retribusi 
jasa umum, jenis-jenis jasa retribusi umum tersebut terdiri dari: 
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 
2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil 
3) Pengujian Kedaraan Bermotor  
4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
6) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat 
7) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 
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8) Retribusi Pelayanan Pasar 
9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
10) Retribusi Pelayanan Pendidikan 
11) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
12) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus 
13) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dan 
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Dengan demikian retribusi parkir tepi jalan umum merupakan 
retribusi jasa umum yang retribusinya dipungut atas jasa yang disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, Untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Agar penyediaan jasa umum tersebut dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan yang lebih baik. 
2. Subjek dan Objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 
Pasal 125 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 menetapkan 
Subjek Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum 
yang bersangkutan. Dan dalam Pasal 115 Undang-Undang nomor 28 
tahun 2009 Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) adalah penyediaan 
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Sedangkan subjek dan objek parkir tepi jalan umum di Kota 
Makassar, Subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Dan 
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan 
umum. 
3. Hak dan Kewajiban Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 
Hak dan kewajiban pengguna tempat parki untuk hak bagi 
pengguna tempat parkir ialah: 
a. Memakai tempat parkir atas pembayaran jasa yang telah 
ditetapkan 
b. Mendapatkan karcis dari juru parkir 
c. Mengajukan keberatan kepada perusahaan daerah  jika, 
kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dilakukan oleh 
juru parkir 
d. Membayarkan tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang 
berlaku. 
Untuk kewajiban pengguna tempat parkir ialah: 
a. Membayarkan tarif parkir kepada juru parkir 
b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir 
c. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan 





Hak dan kewajiban juru parkir, untuk hak bagi juru parkir ialah: 
a. Mendapatkan seragam atau tanda pengenal berupa id card 
(kartu tanda pengenal) oleh perusahaan daerah 
b. Mendapatkan karcis oleh perusahaan daerah parkir 
c. Menerima tarif parkir dari pengguna tempat parkir. 
Untuk kewajiban juru parkir dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2006 menetapkan: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat 
parkir; 
b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan. 
c. Mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; 
d. Juru parkir wajib memberikan karcis kepada pengguna 
tempat parkir; 
e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda 
pengenal yang ditetapkan oleh direksi. 
4. Tarif Parkir Tepi Jalan Umum 
Tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum Kota Makassar Jenis Pungutan dan Tarif Jasa diatur dalam 
Pasal 5 yaitu: 
(1) Jenis pengutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi; 
(2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan 
waktu tertentu; 
(3) Tarif progresif dimaksud Ayat (2) Pasal ini dapat dikenakan 
kepada orang atau badan hukum; 
(4) Penetapan dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberlakukan 
setelah mendapat persetujuan Walikota dengan 
memperlihatkan Pertimbangan Badan Pengawas. 
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah di atas, maka Direksi 
mengeluarkan Keputusan Direksi PD.Parkir Makassar Raya  Nomor: 
060/20-S.Kep.Dir/XI/2009 Tentang Jenis Pungutan Dan Tarif Jasa Parkir 
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Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir Langganan Bulanan Dalam 
Daerah Kota Makassar, yang kemudian disahkan oleh Keputusan 
Walikota Makassar Nomor: 977/030/Kep/I/2010 Tentang Pengesahan 
Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Nomor: 060/20-
S.Kep.Dir/XI/2009 Tanggal 06 Nopember 2009 Tentang Jenis Pungutan 
Dan Tarif Jasa Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir 
Langganan Bulanan Dalam Daerah Kota Makassar. 
Tarif Jasa Parkir yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah 
Parkir Makassar Raya sebagai berikut: 
No Jenis Pungutan 
Tarif Jasa Parkir 
R4 R2 
1 Tepi Jalan Umum Rp. 1500 Rp.1000 
2 Insidentil Tepi Jalan Umum Rp. 2000 Rp.1000 
3 Insedentil Pelabuhan Rp. 2000 Rp.1000 
4 Wilayah Asindo Rp.2000 Rp.1000 
5 PPLB Rp.2000 Rp.1000 
6 Insidentil Anjungan Bahari Rp.2000 Rp.1000 
7 Pelantaran Khusus Rumah Sakit Rp.2000 Rp.1000 
8 Pelantaran Khusus Angkutan Komersial Rp.2000 - 
9 Alaska Rp.2000 Rp.1000 
10 Tepi Jalan Umum Wilayah Pasar Rp.2000 Rp.1000 
Sumber: Keputusan Walikota Makassar Nomor: 977/030/Kep/I/2010 
Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah 
Parkir Makassar Raya. 
Berdasarkan Tabel di atas, yang dimaksud tarif jasa parkir R4 
adalah (mobil) dan R2 adalah (motor). Untuk jenis pungutan Parkir Tepi 
jalan umum yang dimaksud dari tabel di atas adalah Parkir tepi Jalan 
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Umum, Insidentil Tepi Jalan Umum, Insidentil Pelabuhan, Insidentil 
Anjungan Bahari, dan Tepi Jalan Umum Wilayah Pasar. Besaran Tarif 
Parkir untuk Parkir Tepi Jalan Umum untuk kendaraan Roda Dua (Motor) 
adalah sebesar Rp.1000 dan kendaraan Roda Empat (Mobil) sebesar 
Rp.1.500 sedangkan untuk Insidetil Tepi Jalan Umum, Insidentil 
Pelabuhan, Insidentil Anjungan Bahari dan Tepi Jalan Umum Wilayah 
Pasar, untuk kendaraan Roda Dua (Motor) adalah sebesar Rp.1000 dan 
kendaraan Roda Empat (Mobil) adalah sebesar Rp.2000. 
Dasar pemungutan tarif jasa parkir tepi jalan umum di Kota 
Makassar ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2006. Pasal 
5 Ayat (1) peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 menetapkan  “Jenis 
Pungutan dan Tarif Jasa Parkir ditetapkan Oleh Dereksi”. Tarif jasa yang 
telah ditetapkan oleh direksi diberlakukan setelah mendapatkan 
persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan 
Pengawas.  
C. Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum  
1. Kewenangan Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum 
Kewenangan pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota 
Makassar, yakni Walikota Makassar sebagai kepala daerah yang 
berwenang. Walikota Makassar memiliki kewenangan untuk 
memberlakukan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar.  
Kewenangan ini didelegasikan kepada direksi, Pasal 5 Ayat (1) 
peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 menetapkan jenis pungutan dan 
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tarif jasa parkir yang berlaku, penetapan yang dimaksud diberlakukan 
setelah mendapatkan persetujuan walikota dengan memperhatikan 
pertimbangan badan pengawas. 
Dengan demikian penetapan tarif parkir tepi jalan umum yang 
berlaku di Kota Makassar ditetapkan oleh direksi. Penetapan tarif parkir 
tersebut diberlakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh walikota 
dengan mempehatikan pertimbangan badan pengawas. 
2. Subjek Yang Dikenakan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum 
Pasal 125 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menyebutkan 
bahwa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
Dengan demikian subjek yang dikenakan tarif parkir tepi jalan umum 
adalah Subjek orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir 
di tepi jalan umum yang ada di Kota Makassar. Subjek yang 
menggunakan tempat parkir tepi jalan umum baik untuk para pengguna 
kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil).  
Dengan demikian dapat diketahui bahwa subjek yang dikenakan 
tarif parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menempatkan kendaraan di tepi jalan umum, baik roda dua (motor) 




3. Larangan Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum 
Larangan pengenaan tarif parkir tepi jalan umum, untuk larangan 
pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar juru parkir 
dilarang menetapkan tarif parkir dan harus mentaati tarif yang berlaku 
dalam peraturan daerah yang berlaku. Pasal 10 Huruf C Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum  menyebutkan bahwa, juru parkir wajib mentaati ketentuan jasa 
dan tarif parkir yang berlaku.  
Dengan demikian, larangan pengenaan tarif parkir tepi jalan umum 
ialah juru parkir dilarang menetapkan tarif parkir diluar ketentuan tarif 
parkir yang berlaku. Dikarenakan kewajiban juru parkir dalam Pasal 10 
peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 menetapkan bahwa juru parkir 
wajib mentaati ketentuan tarif parkir yang berlaku. 
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang menetap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup15. 
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-
pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai 
ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan 
pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam 
penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersbut perlu diselaraskan; 
umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai 
                                                             
15 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm. 5 
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ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, 
dengan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan16.  
Oleh karena itu dapatlah dikatakan,bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, 
walaupun di dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertin law enforcement begitu populer. Selain itu, 
ada kecenderungan yang kuat untuk menagrtikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat 
yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan 
perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut mengganggu 
kedamaian di dalam pergaulan hidup17. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah di tarik suatu kesimpulan, 
bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 
mempunyai dampak positif atau negatif yan terletak pada isi faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tuliasan ini akan dibatasi 
pada undang-undangnya saja. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebgai hasil karya, cipta,dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kelima faktor 
tersebut di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang 
diambil dari masyarakat Indonesia18. 
a. Faktor Undang-Undang 
Di dalam tulisan ini, undang-undang yang diartikan dalam arti 
materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 
                                                             
16 Ibid hlm. 6 
17 Ibid hlm. 8 
18 Ibid hlm. 9 
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penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang dalam 
materiel mencakup: 
1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 
sebagaian wilayah negara. 
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 
daerah saja19. 
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa 
asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai 
dampak positif. Supaya undang-undang tersebut mecapai tujuannya, 
sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain: 
1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undnag 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam 
undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 
dinyatakan berlaku. 
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, 
terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang 
yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus 
tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang 
menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, 
yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. 
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang 
lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal 
tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang 
berlaku belakangan yang mengaur pula hal tertentu tersebut, 
akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan 
dengan undang-undang lama tersebut. 
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapau 
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). 
Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-
                                                             
19 Ibid hlm. 11 
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wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi 
huruf mati20. 
 Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa 
gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
mungkin di sebabkan, karena: 
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. 
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam panafsiran serta 
penerapannya21. 
 
b. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak secara 
langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, 
yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan 
yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum 
yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace 
maintenance. Sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup 
mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan22. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat 
memanfaatkan unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas23. 
Halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada penerapan-
penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, 
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mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkugan. Halangan-
halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut,adalah: 
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
pernaan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi 
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme24. 
 
c.  Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin 
penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organinasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 
penegakan hukum akan mencapai tujuannya25.  
Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau 
fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 
hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 
penegak hukum menyerasikan pernanan yang seharusnya dengan 
peranan yang aktural. Khususnya untuk fasilitas tersebut, sebaiknya 
dianuti jalan pikiran sebagai berikut: 
A. Yang tidak ada – diadakan yang baru betull 
B. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
C. Yang kurang – ditambah 
D. Yang macet – dilancarkan 
E. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan26. 
 
d. Faktor Masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
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dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Maka masyarakat bagian ini, diketengahkan secara garis 
besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang 
sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Hal ini pasti ada kaitannya 
dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, 
dan sarana fasilitas27. 
 Masyarakat indonesia pada khusunya, mempunyai pendapat-
pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti 
yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: 
1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan 
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan 
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan 
4. Hukum dartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) 
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat 
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa 
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan 
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik 
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai 
10. Hukum diartikan sebagai seni. 
Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, 
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan 
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini 
penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa 
baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak 
hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari 
hukum sebagai struktur maupun proses. 
Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat 
dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, 
maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang 
mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. 
Sebenarnya ada juga kalangan hukum umum yaitu terutama yang 
menduduki posisi formal tertentu. Hal itu tampak program-program resmi 
yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum (tertulis). 
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e.  Faktor Kebudayaan 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spriritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem (atau 
subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 
subtansi, dan kebudayaan (Lawrence M.Friedman). Struktur mencakup 
wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup 
tatanan lembaga-lemabaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya, dan seterusnya. Subtansi berisi norma-norma hukum 
beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang 
berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan 
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 
mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim 
yang harus diserasikan. 
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut: 
1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman 
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan 
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai 
kebaruan/inovatisme28. 
Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya 
dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan,yakni pola isolasi 
dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik  ekstrim, sehingga 
penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, 
kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh ana 
kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat. 
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatkanya penegak hukum pada 
pola isolasi adalah: 
1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 
dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi 
terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap 
sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi). 
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2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum 
dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa 
takut. 
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif 
tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat 
yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. 
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena 
ada golongan tertetu yang diduga akan dapat memberikan 






















                                                             





A. Lokasi Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis 
pada skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di kota 
Makassar. Penulis mendapatkan beberapa tempat parkir yang banyak 
menempatkan kendaraannya di tepi jalan umum. Ada lima lokasi yang 
ramai atau padat dikunjungi oleh pengguna tempat parkir tepi jalan umum, 
diantaranya JL. Anjungan Pantai Losari, JL. Boulevard, JL.Bougenville, 
JL. Mawas dan JL. Pengayoman.  Adapun yang menjadi titik fokus lokasi 
penelitian yang dipilih penulis sebagai sample guna menunjang data ialah: 
1) Kecamatan Mamajang JL.Mawas Samping Mal Ratu Indah 
2) Kecamatan Panakukang JL.Bougenville Samping Mal Panakukang 
Penulis mempertimbangkan memilih kedua tempat tersebut dengan 
alasan di kecamatan atau jalan tersebut, seringkali juru parkir menetapkan 
tarif parkir di luar ketentuan tarif yang berlaku. Serta mempunyai wilayah 
sangat strategis karena berdekatan dengan pusat perbelanjaan, pusat 
pertokoan, serta restoran di Kota Makassar sehingga banyak pengguna 
kendaraan yang memarkir kendaraannya di pelantaran parkir tepi jalan 





B. Populasi dan Sampel  
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai 
ciri yang sama atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya30. 
Populasi yang penulis gunakan dalam objek penelitian ini adalah 1.156 
titik parkir tepi jalan umum Kota Makassar dari 14 kecamatan. Dari 14 
kecamatan titik parkir tersebut dibagi sebagai berikut: 
No Kecamatan 
Titik Parkir Tepi 
Jalan Umum 
1 Kecamatan Wajo 204 
2 Kecamatan Ujung Pandang 233 
3 Kecamatan Mariso 100 
4 Kecamatan Makassar 131 
5 Kecamatan Mamajang 25 
6 Kecamatan Rappocini 77 
7 Kecamatan Bontoala 85 
8 Kecamatan Panakukang 193 
9 Kecamatan Tallo 13 
10 Kecamatan Ujung Tanah 9 
11 Kecmatan Tamalate 17 
12 Kecamatan Biringkanaya 8 
13 Kecamatan Tamalanrea 38 
14 Kecamatan Manggala 23 
Sumber: PD.Parkir Makassar Raya Tahun, 27 September 2016 
 
 
                                                             




2.  Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagaian, atau wakil populasi yang akan diteliti. 
Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sampling jenuh. Teknik sampling diberi nama ini karena di dalam 
pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam 
populasi sehingga semua subjek di dalam populasi dianggap sama. 
Penulis mengambil sampel 2 kecamatan yang ada di Kota Makassar 
khususnya kecamatan Mamajang JL.Mawas dan kecamatan Panakukang 
JL. Bougenville. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:  
1) Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung di lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara 
interview pada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau 
arsip atau bahan lain serta informasi dari pejabat instansi berwenang yang 
berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian. 
30 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:  
1) Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatul, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku-
buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang 
relevan dengan permasalahan penulisan skripsi ini31. 
2) Studi Lapangan (Field Reasearce) 
Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian 
melalui:  
1. Observasi, pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang 
diteliti secara terencana dan sistematis yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
2. Wawancara, pengumpulan keterangan atau data dengan jalan 
mengadakan wawancara langsung dengan Pengguna parkir 
sebanyak 5 orang, Juru parkir sebanyak 3 orang, Direktur 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Direktur 
Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. 
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3. Dokumentasi, metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan jalan mengumpulkan dokumen yang ada hubungannya 
dengan penelitian. 
E. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik 
satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan 






BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengenaan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar  
Pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar adalah 
salah satu pelaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur utama PD. Parkir. 




“Untuk pengenaan tarif parkir tepi jalan umum saya rasa cukup 
jelas dalam aturan peraturan daerah yang ditetapkan oleh direksi 
bahwa untuk kendaraan roda dua tarif jasanya Rp.1000 dan untuk 
kendaraan roda empat tarif jasanya Rp.1500”. 
Di lain kesempatan penulis melakukan wawancara dengan bapak 
Syafrullah selaku direktur operasional PD.Parkir. Penulis menanyakan 
mengenai pengenaan tarif parkir tepi jalan umum telah sesuai dengan 
peraturan daerah yang berlaku, kemudian beliau mengemukakan 
bahwa33:  
“Pengenaan tarif parkir di kota makassar ditetapkan sesuai dengan 
keputusan direksi yang berlaku, hal ini didasari karena setiap lokasi 
tempat parkir telah ditentukan target retribusinya” . 
 
Dapat penulis simpulkan bahwa untuk pengenaan tarif parkir tepi 
jalan umum sudah jelas diatur dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Pasal 5 Ayat 
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(1) menyebutkan bahwa jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan 
oleh direksi, penetapan direksi PD.Parkir untuk tarif parkir kendaraan roda 
dua (motor) Rp.1000 dan untuk kendaraan roda empat (mobil) Rp.1500. 
Hal ini telah sesuai dengan wawancara penulis kepada pihak direktur 
umum direktur operasional PD.Parkir Makassar Raya. 
Sejalan dengan pendapat di atas maka penulis melakukan 
observasi pada juru parkir di Kecamatan Mamajang tepatnya JL. mawas 




“Tarif parkir tergantung dari pengguna tempat parkir kadang ada 
yang mebayarkan Rp.3000 dan ada Rp.2000. Saya tidak tahu kalau 
tarif parkir Rp.1000 karena yang saya tau sekarang tarif parkir 
Rp.2000. Saya tidak pernah diberikan karcis oleh PD.Parkir dari 
pertama saya menjadi juru parkir karena saya hanya di kasih 
ID.Card (kartu identitas) sewaktu saya mendaftar menjadi juru 
parkir, jadi saya tidak pernah memberikan karcis kepada pengguna 
tempat parkir”. 
Dari hasil pengamatan penulis tarif parkir yang telah ditetapkan 
oleh juru parkir tidak sesuai dengan ketetapan tarif parkir yang berlaku. 
Maka  penulis melakukan konfirmasi kebeberapa pengguna tempat parkir 
yang disediakan oleh bapak Syamsul M. Pengguna tempat parkir yang 
berada di JL.Mawas tersebut bernama ibu Tina pengguna kendaraan roda 
dua. Penulis menanyakan berapa tarif parkir yang dibayarkan kepada 
bapak juru parkir beliau mengemukakan35:  
“Saya membayar Rp 3000 sesuai dengan tarif yang di berikan oleh 
juru parkir, selanjutnya beliau menambahkan tidak mengetahui 
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berapa tarif parkir sebenarnya karena lain tempat parkir lain tarif 
parkir yang diberikan oleh juru parkir. Biasanya di tempat parkir lain 
saya diberikan tarif Rp 2000, mungkin ini berada di samping mal 
jadi tarif parkirnya naik dari pada biasanya, saya tidak mengetahui 
tarif parkir untuk motor Rp.1000 karena selama ini saya 
membayarkan Rp.2000 kepada juru parkir, dan saya juga tidak 
pernah diberikan karcis selama ini juga biar dimana saya parkir 
tidak pernah ada karcisnya juru parkir”. 
 
 Selanjutnya penulis melakukan konfirmasi lagi kepada salah satu 
pengguna tempat parkir yang sama yang disediakan oleh bapak Syamsul 
M. Pengguna kendaraan roda dua, pengguna kendaraan tersebut 
bernama bapak Hidayat. Penulis melakukan konfirmasi berapa tarif parkir 
yang dibayarkan kepada juru parkir beliau mengemukakan bahwa36: 
“Saya bayar Rp.3000 karena juru parkir yang langsung menagih 
tarif parkir dengan menyebutkan nominal Rp.3000, sebelumnya tarif 
parkir yang saya bayarkan di tempat yang sama Rp.2000 tetapi 
sekarang saya ditagih sebesar Rp.3000, saya langsung 
membayarkan tarif parkir yang disebutkan oleh juru parkir karena 
saya tidak mau mengambil pusing dengan hal tersebut”. 
Beliau juga menambahkan: 
“Sebelumnya saya juga pernah meminta karcis dari juru parkir 
tersebut tetapi saat saya meminta karcis juru parkir tersebut 
menyampaikan bahwa karcisnya tidak diberikan oleh PD.Parkir”. 
Dari fenomena yang terjadi di lapangan dapat penulis simpulkan, 
pengguna tempat parkir tidak mengetahui tarif parkir yang berlaku 
dikarenakan tidak diberikannya karcis oleh juru parkir sehingga juru parkir 
dapat menetapkan tarif di luar ketetapan tarif yang berlaku. 
Dari pandangan penulis, juru parkir yang berada di JL. Mawas telah 
menyalahi aturan yang ada dengan mentapkan tarif di luar ketetapan tarif 
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parkir yang berlaku dan tidak memperdulikan peraturan daerah yang ada 
di Kota Makassar, padahal jika melihat kembali Peraturan Daerah Nomor 
17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pasal 
10 Huruf C menyebutkan bahwa,  juru parkir diwajibkan mentaati 
ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. Bedasarkan fenomena di 
atas, penulis menemukan adanya kenaikan tarif parkir yang ditetapkan 
oleh juru parkir itu sendiri dan kenaikan tarif tersebut bertentangan dengan 
ketetapan tarif parkir yang berlaku serta juru parkir tidak memenuhi 
kewajibannya, karena tidak memberi karcis kepada pengguna tempat 
parkir. Hal ini, diatur dalam Pasal 10 huruf D Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum menyebutkan 
bahwa juru parkir wajib memberi karcis kepada pengguna tempat parkir. 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu juru 
parkir di wilayah yang sama tepatnya JL.Mawas dengan bapak Rangka 
Dg. Nompo beliau mengemukakan bahwa37: 
“Tarif parkir disini tergantung kalau banyaknya pengunjung 
biasanya tarif Rp.3000 atau Rp. 5000, saya mengetahui tarif parkir 
sebesar Rp.1000 karena ada dikarcis tarif parkirnya, saya naikkan 
tarif karena saya membagi hasil saya dengan PD.Parkir karena 
kalau saya kenakan Rp.1000 sama dengan tarif parkir maka 
penghasilan yang saya dapatkan sangatlah sedikit tidak sebanding 
dengan lamanya saya bekerja dari pagi sampai tidak ada 
pengunjung mal yang datang”. 
 
Dari hasil pengamatan penulis tarif parkir yang ditetapkan sendiri 
oleh juru parkir tersebut telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan, 
selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pengguna tempat 
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parkir yang disediakan oleh bapak Rangka Dg. Nompo. Penulis 
melakukan konfirmasi kepada pengguna kendaraan roda dengan ibu 
Marwah, penulis melakuakan konfirmasi berapakah tarif yang di bayarkan 
kepada juru parkir, beliau mengemukakan bahwa38: 
“Saya membayar Rp.5000 sesuai dengan penagihan tarif juru parkir 
kepada saya, sudah sering saya memarkir kendaraan di tempat 
parkir tersebut karena tempatnya dekat dengan pintu masuk mal 
dan juga memudahkan karena tidak berjalan terlalu jauh, biasanya 
saya membayar tarif Rp.3000 atau Rp.5000 tergantung tarif yang 
ditagih oleh juru parkir. Tentu dengan tarif yang diberikan juru parkir 
sangatlah tinggi karena saya biasanya membayarkan Rp.2000 
kepada juru parkir ditempat lainnya, saya tidak mengetahui berapa 
tarif parkir yang tetap lain tempat parkir lain tarif yang ditetapkan 
oleh juru parkir. Saya tidak pernah diberikan karcis selama saya 
memarkirkan kendaraan saya ditempat ini, di tempat lain pun 
selama saya parkir tidak pernah ada juru parkir yang memberikan 
karcis, tarif parkir di tempat ini saya rasa sangat mahal apalagi 
untuk rakyat yang kelas menengah ke bawah sudah pasti mereka 
sangat keberatan jika tarif yang diberikan sangatlah tinggi dari pada 
biasanya, tetapi selama saya memarkir kendaraan saya mereka 
telah menjaga kendaraan saya dengan baik. Menurut saya mereka 
menaikkan tarif mungkin karena wilayahnya dekat dengan pintu 
masuk mal”.  
 
Dari hasil pengamatan penulis, juru parkir menaikkan tarif parkir 
sangatlah tinggi sehingga pengguna tempat parkir resah karena tarif parkir 
yang sangat tinggi dari pada biasanya, seharusnya PPNS (Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil) melakukan penyidikan terhadap juru parkir yang 
menaikkan tarif tersendiri karena telah melanggar Pasal 10 Huruf C sesuai 
dengan Peraturan Daerah, jika juru parkir tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 
2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, maka juru parkir 
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diancam hukuman minimal kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
dan yang melakukan Penyidikan adalah PPNS (Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil) maka Seyogyanya juru parkir yang menetapkan tarif tersendiri di luar 
ketentuan penetapan tarif parkir yang berlaku dapat dilakukan penyidikan, 
sehingga tidak meresahkan pengguna tempat parkir atau masyarakat 
yang memarkirkan kendaraannya di JL.Mawas. Dapat dilihat dari 
fenomena yang telah dilakukan oleh penulis bahwa juru parkir yang 
berada di JL.Mawas, telah menyalahi aturan dengan menetapkan tarif 
parkir diluar ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum 
yang telah ditetapkan oleh direksi PD.Parkir. Dimana tarif parkir yang 
ditetapkan oleh direksi PD.Parkir adalah Rp.1000 untuk kendaraan roda 
dua (motor) dan untuk kendaraan roda empat (mobil) Rp.1500, alasan juru 
parkir menaikkan tarif karena tingkat setoran yang terlalu tinggi oleh 
PD.Parkir Makassar Raya hal inilah yang menyebabkan juru parkir 
menaikkan tarif dan tidak sesuai dengan penetapan tarif yang berlaku. 
Pada kesempatan lainnya, penulis melakukan wawancara dengan 
Dg. Rewa juru parkir JL.bougenville samping MP (mal panakukang), 
beliau mengemukakan bahwa39: 
“Tarif parkir di tempat ini Rp.2000, karena ini tempat samping mal 
dan penetapan tarif yang saya bayarkan kepada PD.Parkir terlalu 
tinggi makanya saya menaikkan tarif parkir. Saya tahu kalau tarif 
parkir Rp.1000 untuk motor karena di karcis ada tertulis Rp.1000 
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untuk motor, saya diberikan karcis oleh kolektor PD.Parkir jika 
karcis yang saya pegang telah habis”. 
 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pengguna 
tempat parkir yang berada di JL.Bougenville tepatnya samping MP (mal 
panakukang) ibu Tari pemilik kendaraan roda dua, beliau 
mengemukakan40: 
“Saya membayarkan Rp.2000 kepada juru parkir, saya tidak 
mengetahui tarif parkir berapa karena selama ini saya 
membayarkan Rp.2000 karena hampir semua tempat parkir pasti 
Rp.2000 karena juru parkir yang meminta tarif parkir langsung 
menyebutkan tarifnya, saya tidak pernah diberikan karcis kepada 
juru parkir karena, pernah saya meminta karcis mereka menjawab 
sudah tidak ada karcis yang diberikan (habis).  
Selanjutnya beliau menambahkan:  
“Saya juga pernah membayar Rp.1000 kepada juru parkir di tempat 
ini karena, saya tidak mempunyai uang kecil tetapi juru parkir 
memaksa saya untuk membayarkan Rp.2000 jadi saya 
membayarkan sesuai dengan tarif juru parkir. Setelah saya 
mengetahui tarif parkir Rp.1000 saya akan membayarkan sesuai 
dengan tarif yang ada tetapi tergantung kalau juru parkir tidak 
memaksa untuk membayarkan tarif yang mereka tentukan”. 
 
Dari hasil wawancara penulis dengan juru parkir dan pengguna 
tempat parkir maka dapat penulis simpulkan bahwa, juru parkir 
menetapkan tarif sendiri tidak berdasarkan aturan yang ada. Dalam 
Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum  dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pungutan 
dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh direksi, direksi PD.Parkir sudah sangat 
jelas telah menetapkan bahwa untuk tarif kendaraan roda dua sebesar 
                                                             




Rp.1000 namun juru parkir menaikkan harga tarif parkir hingga Rp.2000 
dan jika kita lihat lagi dalam Pasal 10 Huruf C menyebutkan bahwa juru 
parkir wajib mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku, 
seharusnya juru parkir wajib mentaati ketentuan yang telah diamanatkan 
oleh Peraturan Daerah. Sehingga apa yang telah diamanatkan dalam 
peraturan tersebut tidak merugikan pengguna tempat parkir. Dan untuk 
pengguna tempat parkir juga tidak membayarkan sesuai dengan tarif yang 
diberikan oleh juru parkir. Karena dapat merugikan dalam hal materil bagi 
pengguna tempat parkir karena tidak membayarkan sesuai dengan tarif 
yang telah ditetapkan. Dapat diketahui pula dari fenomena di atas bahwa 
adanya juru parkir melakukan paksaan terhadap pengguna tempat parkir 
untuk membayarkan tarif yang telah ditetapkan oleh juru parkir. Hal ini, 
dapat dilakukan penyidikan terhadap juru parkir karena sudah melanggar 
ketentuan peraturan daerah. Kurang diterapkannya pemberian karcis 
kepada pengguna tempat parkir maka oknum juru parkir dapat melakukan 
penyimpangan yang di luar ketentuan peraturan yang berlaku. 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pengguna  
tempat parkir lainnya yang berada di JL.Bougenville, dengan ibu Desi  
pengguna kendaraan roda dua beliau mengemukakan41: 
“Saya membayarkan Rp.2000 kepada juru parkir tadi, karena biasa 
saya membayarkan tarif parkir Rp.2000, pernah saya bayar 
Rp.1000 tapi juru parkir menolak diberikan Rp.1000 dan langsung 
menyebutkan tarif parkir Rp.2000 sudah naik kata juru parkir begitu 
jadi selama saya memarkirkan kendaraan saya di tempat ini saya 
membayarkan Rp.2000. Saya tidak pernah diberikan  karcis kepada 
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juru parkir selama saya memarkir kendaraan saya di tempat ini, 
bukan hanya di tempat ini selama saya memarkirkan kendaraan 
saya, saya tidak pernah diberikan karcis oleh juru parkir’’. 
 
Dari fenomena di atas dapat penulis simpulkan bahwa, juru parkir di 
tempat tersebut menaikkan tarif parkir tersendiri dan menolak jika 
diberikan tarif parkir sesuai dengan tarif parkir yang berlaku, serta tidak 
memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir. Juru parkir yang 
berada di JL. Bougenville samping MP (mal panakukang) telah melanggar 
ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi kewajibannya 
sesuai dalam Pasal 10 huruf D peraturan daerah nomor 17 tahun 2006. 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Direktur Umum 
PD.Parkir Makassar Raya, terkait tarif parkir yang ditetapkan oleh juru 
parkir tidak sesuai dengan tarif parkir yang berlaku dan kurangnya 
pemberian karcis kepada pengguna tempat parkir Bapak H. Iryanto 
Ahmad beliau mengemukakan42: 
“Agar juru parkir tidak menaikkan tarif seharusnya pengguna 
tempat parkir meminta karcis kepada juru parkir. Kami selalu 
memberikan karcis kepada juru parkir resmi kami, setiap hari pasti 
kita memberikan karcis kepada juru parkir, karena karcis 
merupakan bukti bagi pengguna jasa parkir untuk membayar sesuai 
dengan tarif yang ada dikarcis, jadi ada alat bukti bayar parkir dan 
menjadi acuan untuk membayarkan sesuai dengan nominal yang 
tertera dikarcis. Kami akan terapkan terus, untuk membiasakan juru 
parkir yang malas memberikan karcis kepada pengguna tempat 
parkir. Karena kami banyak menemukan kebocoran pendapatan 
terhadap juru parkir, namun untuk mengontrol kebocoran kami 
pakai lagi penetapan target jadi misalnya di titik A targetnya itu 
misalnya dari hasil uji petik jumlah R4 (roda empat) misalnya ada 5 
dalam sehari dan R2 (roda dua) ada 10 berarti jadi 5 kali 2000 
sama dengan 10000 dan 10 kali 1000 sama dengan 10000 juga 
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jadi total 20000, kan bisa saja kalau karcis dia mainkan dibilang 
Cuma 3 motor dan 2 mobil oleh itu kita memback up dengan sistem 
target sehingga kebocoran bisa kami perkecil, penyelewengan 
daripada pendapatan hasil daerah itu. Jadi salah satu bukti 
masyarakat sebagai pengguna tarif jasa parkir atau pengguna jasa 
parkir adalah karcis, bagaimana PD. Parkir bisa mengetahui bahwa 
masyarakat telah menggunakan jasa parkir kalau tidak 
memperlihatkan karcis, jadi karcis adalah sebagai alat bukti, namun 
masyarakat, saya selalu menghimbau agar yang memarkir 
kendaraannya tapi tidak diberikan karcis bisa menggunakan alat 
lain sebagai bukti bahwa pada hari ini tanggal ini jam ini sekian dia 
memarkir kendaraannya di tempat tersebut, ini untuk memudahkan 
jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, untuk pelayanan yang 
diberikan oleh jukir.” 
 
Dari hasil wawancara penulis lakukan kepada direktur umum 
PD.Parkir Makassar Raya dapat penulis simpulkan bahwa agar 
masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dapat 
meminta karcis kepada juru parkir sehingga juru parkir tidak dapat 
menaikkan tarif karena didalam karcis terdapat nominal tarif parkir yang 
berlaku. 
Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak 
Safrullah, S.E selaku Direktur Operasional, beliau menjelaskan bahwa43: 
“Bagi juru parkir yang menaikkan tarif parkir kita akan menindak 
lanjuti juru parkir tersebut dan melakukan pembinan terhadap juru 
parkir. Karena tugas  PD. Parkir mempunyai tiga tugas yaitu 
pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan”. 
 
Beliau juga menambahkan bahwa: 
“Untuk juru parkir yang manikkan tarif yang tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada, maka kita akan melaporkan kepada PPNS 
(pejabat pegawai negeri sipil) untuk memeriksa juru parkir tersebut 
dan ditindak lanjuti, jika terulang kembali maka juru parkir tersebut 
akan diberhentikan”. 
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Dari hasil wawancara penulis berpendapat bahwa upaya PD.Parkir 
dalam menindak lanjuti juru parkir yang menaikkan tarif yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, maka PD. Parkir akan memberikan 
pembinaan kepada juru parkir apabila pembinaan telah dilakukan dan juru 
parkir tersebut masih menaikkan tarif parkir juru parkir tersebut akan 
diberhentikan. 
B. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengenaan Tarif Parkir 
Tepi Jalan Umum di Kota Makassar 
PD.Parkir Makassar Raya diharapkan mampu memaksimalkan 
pengelolaan parkir tepi jalan umum agar berjalan efektif berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 
pelaksanaannya masih mendapatkan berbagai macam kendala yang 
mengakibatkan penerapan parkir tepi jalan umum tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Berikut ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap pengenaan 
tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar: 
1. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Sarana atau fasilitas yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto ialah 
tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.  Sarana tersebut 
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dalam hal 
sarana prasarana penulis menemukan hal yang membuat penerapan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum  kurang efektif dikarenakan kurang 
terstrukturnya organisasi PD.Parkir Makkassar Raya, hal tersebut dapat 
dilihat dengan kurangnya pengawas PD.Parkir. Pengawasan pada 
dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. 
Melalui pengawasan diharapkan dapat dan membantu melaksanakan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan secara efektif dan efisien. bahkan, melalui pengawasan 
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan 
evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kinerjanya sudah 
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan 
pimpinan dijalankan dan untuk melihat penyimpangan apa yang terjadi 
dalam pelaksanaan kerja tersebut. 
 Pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Makassar 
dilakukan oleh Pengawas Independen merupakan pengawasan yang ada 
disetiap kecamatan yang bertugas mengawasi kegiatan juru parkir 
khususnya parkir tepi jalan umum di Kota Makassar. 
Tugas Tim Pengawas Independen PD. Parkir Makassar Raya 
berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Nomor: 085/20-S.Kep.Dir/XI/2015 terdiri dari: 
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1. Melakukan pengawasan dan pendataan potensi perparkiran di 
wilayah Kecamatan dalam Daerah Kota Makassar serta 
menyampaikan kepada juru parkir untuk tidak memarkir kendaraan 
di Daerah pendestrian. 
2. Melakukan pendataan dan pengamatan terhadap potensi parkir 
inisdentil dan Parkir Langganan Bulanan (PLB) yang ada di wilayah 
kecamatan. 
3. Mengawasi dan memantau perilaku para juru parkir terutama juru 
parkir liar. 
4. Mengawasi juru parkir memerintahkan penggunaan atribut resmi 
berupa ID Card (kartu tanda Pengenal) dan rompi kepada para juru 
parkir resmi. 
5. Mengawasi juru parkir dalam penggunaan karcis parkir kepada 
pengguna tempat parkir serta tidak meminta uang jasa parkir 
melebihi nilai karcis. 
6. Membuat laporan setiap hari atas tugas yang telah dilaksanakan 
dan dilengkapi dengan bukti kegiatan. 
Nama-Nama Tim Pengawas Independen PD. Parkir Makassar Raya 
No 
Nama   Jabatan/Tugas 
1 Budhy Mulyawan, SE Pengawas kec. Panakukang 
2 Muslimin, S.Pd Pengawas kec. Ujung 
Pandang 
3 H.Muh.Camsri Pengawas kec.Wajo 
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Sumber Data: PD. Parkir Makassar Raya, 21 Januari 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa jumlah 
pengawas PD.Parkir sangatlah minim dan tidak semua kecamatan yang 
ada di Kota Makassar mempunyai pengawas untuk mengawasi juru parkir 
yang ada bahkan dalam satu kecamatan mempunyai 2 pengawas, 
sedangkan kecamatan lainnya tidak mempunyai pengawas. Dengan 
jumlah juru parkir sebanyak 1.588 dan tempat parkir sebanyak 1.156 hal 
tersebut sangat tidak sebanding dengan tim pengawas PD.Parkir 
kurangnya SDM PD.Parkir membuat oknum juru parkir dapat melakukan 
hal-hal yang menyalahi aturan yang berlaku. 
Untuk memaksimalkan agar tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir maka PD Parkir Makassar 
Raya melakukan pengawasan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak H. Iryanto 
Ahmad selaku Direktur utama PD. Parkir, beliau mengemukakan bahwa44: 
“setiap hari pengawas kami turun ke lapangan sesuai dengan tugas 
pengawas mereka harus melihat memantau jika juru parkir 
melakukan hal yang tidak ada dalam aturan jadi itulah fungsi 
pengawas karena amanah dari aturan itu adalah harga mati dan 
harus dijalankan di dalam peraturan daerah sudah jelas ada sanksi 
jika juru parkir melanggar aturan apakah dia kurungan atau 
membayar denda”. 
 
Dari hasil wawancara penulis di atas dapat penulis simpulkan 
bahwa apa yang telah dikatakan oleh Direktur umum PD.Parkir Makassar 
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Raya telah sesuai dengan fungsi dan tugas pengawas dan apa yang telah 
diamanatkan oleh peraturan daerah yang berlaku. 
Selanjutnya untuk memaksimalkan pengawasan pula maka setiap 
wilayah memiliki satu pengawas yang bertugas mengawas di wilayahnya, 
bapak Budhy Mulyawan, SE selaku pengawas kecamatan Panakukang, 
beliau mengemukakan bahwa45:  
“Pengawasan dilakukan di seluruh Kota Makassar yang terbagi 
atas 20 wilayah perparkiran serta 1.043 titik parkir di seluruh Kota 
Makassar, Setiap wilayah mempunyai satu kolektor yang berfungsi 
untuk menagih serta, namun masih ada kolektor dan pengawas 
yang merangkap dua wilayah. SDM (sumber daya manusia) 
pengawas jumlahnya semakin sedikit dikarenakan pengawas 
banyak diberhentikan dan dialih fungsikan menjadi kolektor”.  
 
Kemudian Bapak Syafrullah,SE mengemukakan bahwa46:  
“Setiap wilayah memiliki satu kolektor dan satu pengawas namun 
sampai saat ini masih ada pengawas yang merangkap kerja di dua 
ataupun tiga wilayah yang disebabkan oleh jumlah personil yang 
belum cukup”. 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk 
berjalannya suatu pengawasan yang baik maka PD Parkir harus 
menambahkan SDM (sumber daya manusia) pengawas sehingga, disetiap 
wilayah mempunyai pengawas dengan personil yang sedikit akan sangat 
sulit untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. 
Dengan adanya pertambahan jumlah personil pengawas maka dapat 
mengurangi oknum juru parkir melakukan hal yang melanggar peraturan 
yang berlaku. 
                                                             
45
 Hasil Wawancara pada hari 23 januari 2016  
46 Hasil Wawancara pada hari 23 januari 2016  
47 
 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada salah satu 
pengawas, bapak Muslimin S.Pd selaku pengawas kecamatan Ujung 
Pandang beliau mengemukakan bahwa47: 
“Pengawas ada di beberapa wilayah sampai 20 wilayah tugas tim 
pengawas melihat juru parkir yang datang bertugas, dan 
memperhatikan ceklis kolektor atau penagihan kolektor kepada juru 
parkir, biasanya ada kolektor yang kurang pendapatan dari juru 
parkir karena force majeur seperti kondisi saat turun hujan maka 
target juru parkir kurang, maka pengawas melakukan pengecekan 
apakah betul juru parkir tidak memenuhi target karena hujan atau 
ada penyimpangan yang terjadi di lapangan”. 
Beliau juga menambahkan bahwa: 
“Pengawasan yang berjalan selama ini dilakukan dengan langsung 
dan tidak langsung, dimana yang secara langsung adalah yang 
dilakukan oleh para pengawas dan tidak langsung kami lihat dari 
data-data di lapangan serta laporan-laporan yang masuk baik dari 
kolektor, pengawas, LSM, wartawan serta masyarakat” 
Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pengawas PD. Parkir dibagi atas 20 wilayah dengan mempunyai 
tugas melihat ceklis kolektor dalam penagihan serta melihat juru parkir 
yang sedang bertugas. Dalam upaya pengawasan maka PD Parkir 
Makassar Raya melakukan dua metode pengawasan yaitu pengawasan 
langsung dan tidak langsung. Dimana pengawasan langsung dilakukan 
oleh personil  pengawas  yang tiap harinya turun kewilayah-wilayah 
melihat kondisi yang ada, sedangkan pengawasan tidak langsung berasal 
dari data, laporan pendapatan, kondisi lapangan, wartawan serta 
informasi dari masyarakat. 
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Dari hasil wawancara penulis dengan pengawas PD.Parkir 
Makassar Raya dan Direktur Operasional PD. Parkir maka dapat penulis 
simpulkan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PD.Parkir 
Makassar Raya belum berjalan efektif, dikarenakan salah satu tugas 
pengawas yaitu, mengawasi juru parkir dalam penggunaan karcis parkir 
kepada pengguna tempat parkir serta tidak meminta uang jasa parkir 
melebihi nilai karcis sampai saat ini belum bisa ditangani oleh pengawas. 
Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya juru parkir  meminta uang 
jasa parkir melebihi nilai yang tertera dalam karcis dan juru parkir tidak 
memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir. Hal ini, dapat 
dikaitkan dengan minimnya personil pengawas PD. Parkir yang tidak 
sebanding dengan juru parkir, titik parkir serta wilayah yang ada di Kota 
Makassar dimana jumlah juru parkir sebanyak 1.588 orang dan titik parkir 
sebanyak 1.156 yang dibagi menjadi 20 wilayah sedangkan jumlah 
pengawas sebanyak 5 orang. Jika, dibandingkan jumlah pengawas 
dengan juru parkir serta wilayah parkir yang ada, masih dapat 
menyebabkan terjadinya penyimpangan di lapangan. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut lah yang  akan ditindaki oleh pengawas, tetapi 
dengan kurang personil pengawas maka akan sulit untuk menindaki 
penyimpangan yang terjadi di lapangan. Selain sarana  kelengkapan 
fasilitas juga harus diimbangi, dari yang tidak ada maka harus diadakan. 
Menurut pendapat penulis dari hasil observasi di lapangan, fasilitas untuk 
mendukung pengenaan tarif parkir di tepi jalan umum masih kurang 
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memadai dapat dilihat dengan tidak adanya papan pengumuman tarif 
yang berlaku disetiap titik/tempat parkir yang telah ditetapakan. Papan 
pengumuman tarif parkir sangatlah dibutuhkan untuk menerapkan tarif 
parkir yang berlaku, karena dari papan pengumuman inilah yang membuat 
pengguna tempat parkir dapat mengetahui tarif parkir yang berlaku 
sehingga dapat mengurangi penyimpangan tarif parkir yang dilakukan 























Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis 
menarik dua kesimpulan berdasarkan rumusan masalah penelitian 
sebagai berikut: 
1. Pengenaan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar tidak 
sesuai dengan penetapan Keputusan Direksi PD.Parkir Makassar 
Raya Nomor: 060/20-S.Kep.Dir/XI/2009. Masih banyaknya juru parkir 
yang menyalahi aturan yang berlaku dengan menetapkan tarif diluar 
ketentuan tarif parkir yang berlaku. 
2. Faktor yang berpengaruh terhadap pengenaan tarif parkir tepi jalan 
umum di Kota Makassar adalah faktor sarana atau fasilitas. Faktor 
sarana atau fasilitas merupakan penghambat penerapan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum, dikarenakan kurangnya jumlah  pengawas sehingga 
banyak penyimpangan yang terjadi dilapangan. Serta tidak 
diadakannya papan pengumuman tarif parkir yang berlaku disetiap 
tempat parkir sehingga pengguna tempat parkir tidak mengetahui 





B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
pengenaan tarif parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai 
berikut: 
1. PD.Parkir Makassar Raya diharapkan dapat melaporkan juru 
parkir yang menetapkan tarif parkir yang tidak berdasarkan 
penetapan parkir yang berlaku kepada PPNS (Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil). Agar pengenaan tarif parkir sesuai dengan 
penetapan direksi PD.Parkir di Kota Makassar sehingga tidak 
merugikan pengguna tempat parkir. Kepada Direksi PD. Parkir 
seharusnya melakukan pembinaan bagi juru parkir agar juru 
parkir mantaati ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang 
berlaku.  
2. Faktor sarana dalam hal pengawasan seyogyanya PD.Parkir 
Makassar Raya menambahkan jumlah personil sehingga 
pengawasan parkir tepi jalan umum dapat berjalan efektif, 
sehingga dapat mengontrol mekanisme perparkiran di Kota 
Makassar. Agar seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 
1.588 orang dari 1.156 titik parkir dan dibagi menjadi 20 wilayah 
sehingga pengenaan tarif parkir tepi jalan umum berjalan efektif 
dan efisien. Serta untuk mendukung sarana dan prasarana 
harus diimbangi dengan fasilitas. Fasilitas tersebut berupa 
papan pengumuman tarif parkir disetiap titik/tempat parkir 
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sehingga pengguna tempat parkir dapat mengetahui tarif parkir 
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B.  Peraturan Perundang-undangan : 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir 
Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar 
Peraturan Daerah Nmor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Usaha  




C. Sumber lain:  
Makassar.antaranews.com/berita/37318/juru-parkir-makassar-naikkan-
tarif-sepihak di akses pada hari Rabu 14 Desember 2016 jam 15.30 
 
 
 
 
 
 







































